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SOP LAYANAN SIDANG TERPADU

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2. Perma Nomor 1 Tahun 2015Tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah
Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah
dan Akta Kelahiran

3. SK KMA No. 26 Tahun 2012 tentang pelayanan publik
4. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11.
5. Undang-Undang No 7 Tahun 1989.

6. Buku Il edisi revisi tahun 2013.

1. S.1 Syari'ah
2. S.1 Hukum

3. S.2 Hukum

Keterkaitan:

Peralatan Perlengkapan:

1. SOP Persidangan

2. SOP Pemanggilan Pihak

Komputer, Aplikasi SIPP, bukuregister,

Perlengkapan Persidangan

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi

Tidak tertib

Court Calender terlaksana dan terupload pada

Aplikasi SIPP
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PROSEDUR LAYANAN SIDANG TERPADU

Pelaksana Mutu Baku
= Persyaratan/ Waktu
No Aktifitas Pengadilan Disduk Kemena Perlengkapan Output
Agama Capil / LSM 9 utpu
Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan
Kementerian Agama Kabupaten, Dinas
1
1 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Rencana Pelayanan _ Konsep / Rancangan
Terpadu Minggu Kesepakatan Bersama
LSM, Bupati dan instansi terkait lainnya tentang
rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan
Kementerian Agama Kabupaten, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /
pendudu P up Konsen / Rancanaan 1 MoU (Memorandum of
2 LSM, Bupati dan instansi terkait lainnya menentukan p g , Undertanding) Pelayanan
Kesepakatan Bersama Hari Tervad
waktu, tempat dan biaya pelaksanaan Pelayanan pacdu
Terpadu dan dituangkan dalam MoU (Memorandum of
Undertanding) Pelayanan Terpadu
Pengadilan Agama menentukan dan menyeleksi
MoU (Memorandum of
dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Undertgnding) Pelayanan 1 Berkas Perkara
3 , Pelayanan terpadu
Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan Terpadu, Surat Minggu Terseloks
, Permohonan, KTP, KK erselexsl
terpadu sesusi ketentuan yang berlaku
Pengadilan Agama bersama dengan Kementerian
Agama Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Berkas Perkara 1
4 Pencatatan Sipil Kabupaten / LSM memberikan Pelayanan terpadu , Pglayar\an Terpadu
. Hari siap dilaksanakan
penjelasan kepada masyarakat bahwa pelayanan Terseleksi
terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku




Pengadilan Agama bersama dengan Kementerian
Agama Kabupaten, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten / LSM melaksanakan
Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan

masing-masing

MoU (Memorandum of
Undertanding) Pelayanan
Terpadu, Surat
Permohonan, KTP, KK

1
Hari

(sesuai
jumlah
perkara)

Penetapan ltshat Nikah
Volunteer,

Kutipan Akta Nikah,
Kutipan Akta Kelahiran

Pengadilan Agama dan instansi terkait menyampaikan
laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Penetapan ltshat Nikah
Volunteer

Hari

Laporan tertulis terkirim ke
PTA dan Badilag

Pengadilan Agama melakukan evaluasi secara
berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali terhadap

pelaksanaan Pelayanan Terpadu

Laporan tertulis terkirim ke
PTA dan Badilag

Hari

Hasil evaluasi

Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan
Kementerian Agama Kabupaten, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / LSM
untuk membahas permasalahan perkembangan

Pelayanan Terpadu

Hasil evaluasi

Hari

Masalah Pelayanan Terpadu
teridentifikasi sebagai bahan
perbaikan penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
berikutnya




